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Demotivasi Bantuan
Hukum Bisa Ter;]adl

JAKARTA, KOMPAS — Dua
advokat Lembaga Bantuan Hu-
kum Jakarta, Tigor Gempita Hu-

tapea dan Obed Sakti Luitnan .

vang dijadikan tersangka saat
mendampingi buruh berdemon-
strasi pada 30.Oktober 2015. di
depan Istana Merdeka, akan se-
gera disidang. Kasus ini- dikha-
watirkan akan membuat demo-
tivasi bantuan hukum di kalang-
an advokat-advokat muda,

Ketua Pusat Bantuan Hukum
Perhimpunan Advokat Indonesia
(Peradi) Rivai. Kusumanegara
menyayangkan berlanjutnya ka-
sus dua advokat dari LBH Jakarta
tersebut ke pengadilan: Ia ber-
pendapat, kasus ini seharusnya

' bisa_ diserahkan- ke :Peradi dan

Badan Pembinaan Hukum Na- '
sional (BPHN) :sebagai lembaga -

yang menaungi para advokat.

”Bagaimanapun mereka advo-

kat muda. Sedikit-sedikit dipi-
‘dana, pengaruhnya bisa" besar
hingga demotivasi bantuan hu-
kum,” kata Rivai di Jakarta,
Minggu (13/3). Dia berharap agar
pimpinan lembaga penegak hu-
kum kembali mengkaji kasus ini
dan menempuh langkah bijak.

* Menurut Komniisioner Komisi .-

Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) bidang Pembela
HAM Siti Noor Laila, penetapan
Tigor dan Obed sebagai tersang-
ka sebenarnya tidak perlu di-
lanjutkan karena mereka mela-
kukan koordinasi sebelum de-
monstrasi dengan plhak kepo-
lisian saat itu.

”Hal itu melanggar hak mereka
sebagai pembela HAM ketika

menjalankan tugas (mendam- '

pingi para buruh),” katanya.
Taila® menilai, advokat tidak

boleh dipidana saat menjalankan

tugas. Berdasarkan ' peraturan
PBB tentang Pembela HAM, po-

vSlSl ‘Tigor dan Obed setara de-
ngan penegak hukum lain yang -

memiliki ‘imunitas khusus' mes-
kipun berposisi sebagai pendam-
ping saat demo buruh.

Menurut Direktur LBH Jakar-
ta Alghiffari Agsa, saat terjadi
demonstrasi di depan Istana, po-
sisi Tigor dan Obed jauh dari
kerumunan ketika massa’ dibu-
barkan polisi. v
¢* Namun, menurut Kepala Bi-
dang Humas Polda Metro Jaya
Komisaris -
Igbal, Tigor dan Obed telah diberi
tiga kali-peringatan untuk me-
ninggalkan area depan Istana,
tetapi mereka tidak menuruti pe-
ringatan tersebut dan justru ber-
tindak provokatif. “Saat itu, kami
sudah menyomasi mereka seba-
nyak tiga kali agar meninggalkan
depan Istana, Karena tidak men-

dengar dan provokatif, kami me-

lakukan tindakan,” kata Igbal.
Igbal mengatakan Tigor dan
Obed dinilai melanggar Pasal 216
dan 218 KUHP. Pasal 216 berisi
ancaman penjara paling lama
empat bulan bagi yang tidak me-

nuruti perintah atau permintaan

yang dilakukan pejabat yang
mengusut tindak pidana. Semen-

tara Pasal 218 berisi ancaman .
. pidana yang'sama terhadap me-

reka yang berkerumun, tetapi ti-
dak segera pergi setelah diper-
intah petugas berwenang, (C02)

Besar -~ Muhammad:




